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ABSTRAK

Dampak praktik lllegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) telah mengakibatkan
terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan menimbulkan kerugian
ekonomi. Praktik mark down ukuran kapal penangkapan ikan merupakan salah satu penyalahgunaan
perizinan dalam konteks praktik /[UUF. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaiji nilai kerugian sumber daya
ikan (deplesi sumber daya) akibat praktik “mark down” ukuran kapal penangkap ikan yang dilakukan di
Indonesia. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret — April 2017 bersifat ‘desk study’ dan dilengkapi
dengan kajian literature terkait. Data sekunder dan primer digunakan dalam penelitian ini. Analisis
data dilakukan melalui Pendekatan Surplus Produksi Model Schaefer digunakan dalam penelitian ini.
Nilai kerugian sumber daya ikan diketahui berdasarkan nilai deplesinya. Nilai deplesi sumber daya
menggunakan pendekatan The Net Price Method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya praktik
“mark down” telah menyebabkan deplesi sumber daya ikan atau pengurangan aset sumber daya ikan di
perairan Indonesia. Besarnya nilai deplesi sumber daya pada tahun 2015 mencapai 9,83 trilyun rupiah
dan diprediksi pada tahun 2020 meningkat menjadi 14,55 trilyun rupiah. Kajian merekomendasikan
perlunya percepatan pengukuran ulang kapal perikanan dan penerapan sangsi yang tegas terhadap
pelanggar sehingga tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap yang baik yang mampu
mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.
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ABSTRACT

The impact of IUU fishing has resulted in management disorder of sustainable fisheries and it
caused economic loss. Markdown in vessels size is one type of manipulation practices of license in
IUU fishing. This study aims to analyze the loss value of fish resources (resource depletion) due to the
“markdown” practices in Indonesia. The study was basically a desk study completmenting with relevant
literatures review during March — April 2015. Primary and secondary data were used in this study. Data
were analyzed using the Schaefer surplus production model approached. Loss value of fish resources
was estimated in terms of depletion resource value using the Net Price Method. The research found
that “mark down” has led to depletion or reduction of fish resources in Indonesian waters. The estimated
value of resource depletion in 2015 reached 9.83 trillion rupiahs and it is predicted to rise into 14.55
trillion rupiahs in 2020. The research suggests the need to accelerate the process of re-measuring the
size of fishing vessel as well as to impose sanctions for the disobedience of the rules, so that Indonesia
could have a good governance in fisheries resource management with sustainable fisheries resources.
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PENDAHULUAN

Beberapa kajian dan laporan hasil penelitian
menunjukkan telah terjadi gejala overfishing di
beberapa perairan di dunia (Alder et al., 2000;
Charles, 2001; Srinivasan et al., 2010). Dilndonesia
hasil-hasil studi Koeshendrajana (1997), Fauzi
dan Anna (2002), Anna (2003) dan Sari (2006)
memberikan gambaran mengenai kondisi yang
sama. Pengelolaan perikanan yang sustainable
telah menjadi tuntutan dalam pemanfaatan sumber
daya tersebut. Anna dan Fauzi (2013) mengatakan
bahwa dalam pembangunan perikanan yang
berkelanjutan mengisyaratkan pemanfaatan harus
mengikuti kaidah-kaidah pemanfaatan yang optimal
dan efisien. Salah satu permasalahan utama terkait
pengelolaan perikanan yang sustainable adalah
adanya praktik /llegal, Unreported dan Unregulated
Fishing (IUU Fishing). Praktik IUU Fishing sangat
menghambat pembangunan perikanan baik
secara nasional maupun internasional. Organisasi
Perserikatan Bangsa-Bangsi (PBB) mencatat
bahwa praktik lUU Fishing telah terjadi pada lebih
dari 100 negara (Fauzi dan Anna, 2005).

Dampak praktik IUU fishing telah
mengakibatkan terganggunya pengelolaan
pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan
menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak
negara berkembang. Menurut Solihin et al. (2012),
kegiatan IUU fishing juga dapat menyebabkan:
(1) penurunan tangkapan yang berakhir pada
kelangkaan ikan; (2) menyebabkan menurunnya
stok sumber daya ikan, dan; (3) hilangnya
kesempatan sosial dan ekonomi nelayan yang
beroperasi secara legal. Pembiaran terhadap
praktik lUU fishing berujung terhadap terancamnya
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
FAO (2011) mencatat angka kerugian yang dialami
oleh Indonesia setiap tahunnya diperkirakan
sebesar USD 3,125 juta atau Rp. 30 ftriliun.

Penyalahgunaan perizinan merupakan salah
satu praktik IUU fishing yang banyak terdapat di
wilayah perairan Indonesia. Salah satu kategori
penyalahgunaan perizinan yaitu pelaporan ukuran
GT kapal yang lebih kecil dari seharusnya (mark
down). Praktik mark down ini merupakan salah 1
(satu)dari 13 (tiga belas)' modus praktik IUU Fishing

yang terindentifikasi. Mark down ukuran GT kapal
dapat didefinisikan sebagai praktik menurunkan
ukuran GT kapal penangkapan ikan yang dilaporkan
dalam dokumen, dimana data dokumen tidak sesuai
dengan kondisi fisik (ukuran panjang, lebar dan
dalam) kapal sebenarnya. Diduga ada berbagai
macam penyebab terjadinya praktik “mark down
ukuran GT kapal” yang dilakukan oleh pelaku usaha
antara lain adalah untuk kemudahan perizinan
(seharusnya perizinan pusat menjadi daerah) dan
menghindari pajak. Kurangnya pengawasan di
lapangan juga merupakan salah satu faktor pemicu
terjadinya praktik “mark down”.

Praktik /UU Fishing memberikan dampak
terhadap kerugian ekonomi dan juga tekanan
terhadap sumber daya. Hal ini sejalan dengan
pernyataan Dahuri (2005) bahwa illegal fishing
merupakan penyebab deplesi sumber daya
perikanan laut. Praktik mark down merupakan
bagian dari praktik IUU Fishing sehingga hal ini
dikhawatirkan dapat menjadi salah satu pemicu
terjadinya deplesi sumber daya ikan menjadi lebih
cepat. Regulasi perikanan salah satunya melalui
pengendalian perizinan atau licensing bertujuan
untuk mencegah terjadinya over fishing dan
menjaga keberlanjutan sumber daya ikan (Fauzi,
2010). Perizinan mencakup izin terkait armada dan
alat tangkap yang digunakan. Perizinan armada
tentu saja harus jelas terkait semua keterangan
armada termasuk ukuran armada. Ketika regulasi
perikanan melalui pengendalian perizinan tidak
sesuai dengan kondisi aktual maka kebijakan
tersebut menjadi tidak efektif dan tidak tercapai
tujuannya. Praktik markdown ukuran GT kapal
merupakan bentuk pelanggaran dari regulasi ini
yang tentu saja dapat menyebabkan sumber daya
ikan tidak berkelanjutan.

Kerugian atau kerusakan sumber daya ikan
dari aktivitas eksploitasi dapat dilakukan melalui
penilaian deplesi. Penilaian ini penting dilakukan
karena dapat mengetahui dengan pasti kerusakan
atau penurunan kualitas sumber daya (Fauzi dan
Anna, 2002). Menurut Anna dan Fauzi (2013),
deplesi sumber daya ikan merupakan kondisi
dimana tingkat pemanfaatan sumber daya ikan
melebihi batasan yang ditetapkan. Sejauh ini
kebijakanterkait pengelolaan perikanan dilndonesia

'Pemalsuan dokumen pendaftaran; (2) double flaggin; (3)menangkap ikan tanpa izin SIPI/SIKPI; (4) dual registration; (5) menggunakan
ABK asing; (6) mematikan VMS dan AIS ; (7) melanggar jalur penangkapan ikan; (8) menggunakan alat tangkap terlarang ; (9) mark
down GT kapal; (10) tidak membangun/bermitra dengan UPT; (11) tidak mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan (12) menggunakan

BBM illegal dan (13) manipulasi struktur penanaman modal.
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cenderung mengabaikan faktor deplesi sebagai
bahan pertimbangan. Arah kebijakan pengelolaan
perikanan selama ini masih berorientasi terhadap
peningkatan produksi dengan produk domestik bruto
(PDB) sebagai indikatornya. Beberapa ahli sejak
tahun 1970-an seperti Roegen (1971) dan Dally
(1977) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi
berbanding terbalik dengan keberlanjutan sumber
daya bahkan semakin tingginya pertumbuhan
ekonomi akan mendorong penurunan daya dukung
lingkungan semakin cepat. Terjadinya deplesi
sumber daya ikan kedepannya akan mengancam
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Berdasarkan pemaparan di atas maka kajian ini
bertujuan untuk mengetahui nilai kerugian sumber
daya ikan (deplesi sumber daya) akibat praktik
“mark down” ukuran kapal penangkap ikan di
Indonesia.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
yang lebih banyak menggunakan pendekatan desk
study dan data sekunder dalam penghitungannya.
Penelitian ini dilakukan di Jakarta sebagai lokasi
pengumpulan data sekunder dan pelaksanaan
focus group discussion. Lokasi ini dipilih karena
basis data yang diperlukan untuk mendukung
penelitian sudah terintegrasi di Kementerian
Kelautan dan Perikanan Pusat, Jakarta. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2017.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data
sekunder berupa data statistik perikanan tangkap
yang sudah terpublikasikan baik secara internal
(KKP) maupun nasional. Data primer yang
dikumpulkan difokuskan pada nilai yang dapat
dijadikan variabel untuk menghitung kerugian
sumber daya ikan akibat praktek mark down kapal
penangkap ikan di Indonesia. Data primer yang
dikumpulkan berupa persentase jumlah armada
yang di “mark down” berdasarkan kategori kapal
dan informasi lainnya yang relevan sesuai tujuan
penelitian. Data primer diperoleh melalui focus
group discussion.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam
penelitian ini dilakukan melalui Focus Group
Discussion (FGD). Peserta FGD terdiri dari

beberapa orang narasumber dengan latar
belakang dan satuan kerja yang berbeda-
beda, antara lain adalah pakar ekonomi sumber
daya, satuan tugas pemberantas IUU fishing,
pengawasan sumber daya kelautan, Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap dan Unit Kerja
Menteri Kelautan dan Perikanan-KKP. FGD yang
dilakukan antara lain bertujuan untuk memperoleh
informasi yang menyeluruh terkait praktik
mark down kapal penangkap ikan, menyamakan
persepsi mengenai dampak atau kerugian praktik
“mark down” kapal penangkap ikan terhadap
sumber daya ikan di Indonesia dan penyamaan
asumsi yang digunakan dalam penghitungan
kerugian sumber daya ikan. Studi pustaka yang
dilakukan dalam penelitian ini khususnya pada
beberapa hasil penelitian dengan topik yang relevan
dengan penelitian ini. Selain itu, studi pustaka
dilakukan untuk memperkaya subtansi laporan dan
memperkuat pembahasan topik yang dikaji.

Metode Analisis Data

Penghitungan kerugian sumber daya ikan
akibat praktik “mark down” kapal menggunakan
pendekatan deplesi sumber daya ikan. Deplesi
sumber daya ikan menurut Anna dan Fauzi (2013)
adalah perubahan produksi atau selisih produksi
antara kondisi lestari dengan produksi aktual.
Dalam penghitungan nilai deplesi sumber daya
ikan, diperlukan beberapa komponen, antara lain
adalah: (a) Produksi aktual (actual yield), yaitu
jumlah tangkapan pada tahun tertentu; (b) Produksi
lestari (sustainable yield); (c) Kondisi (actual
yield)  diperoleh dari data statistik perikanan
tangkap sedangkan untuk kondisi sustainable
yield dilakukan dengan menggunakan pendekatan
Schaefer ekonometrik model; (d) Resources
rent; (e) Deplesi sumber daya ikan diestimasi
dengan cara mengurangi actual yield dengan
sustainable yield, dan; (f) Nilai dari deplesi sumber
daya merupakan perkalian antara resources rent
(Rp/Ton) dikali jumlah Deplesi (Ton).

a. Sustainable Yield

Untuk mengestimasi nilai  sustainable
yield yaitu dengan menggunakan pendekatan
produksi dan yield effort (YE). Model untuk
memperkirakan  sustainable  yield  dengan
menggunakan pendekatan surplus produksi model
Schaefer. Mengacu pada Moro (2005), untuk
penentuan catch per unit effort (CPUE) model
Schaefer dapat ditulis sebagai berikut:
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CPUE, = = a+ BE + €
t

Dimana/ Where :

CPUE, = Jumlah tangkap per unit upaya pada
tahun ke t/ Catch per unit effort in yeart

Y, = Jumlah produksi ikan pada tahun ke t/
Total of fish production in year t
E, = Jumlah upaya penangkapan (jumlah

armada) pada tahun ke t/Total of fishing
effort (armada) in yeart

a = Intersepekonometrikmodel/ Econometric
model intercept

B = Slope ekonometrik
econometric model

model/  Slope

Parameter a dan B dapat dengan mudah
diestimasi dengan menggunakan Metode Ordinary
Least Square. Setelah parameter a dan  diperoleh.
maka tahap selanjutnya adalah menghitung nilai
sustainable yield (SY), dengan rumus sebagai
berikut :

SYt - aEt + ﬂEtZ

b. Rente Sumber Data (Resources Rent)

Perhitungan resources rent mengikuti
prosedur yang digunakan oleh Moro (2005),
dimana resources rent per unit dihitung dengan
cara membagi laba bersih usaha perikanan dengan
jumlah produksi (total tangkapan). Perhitungan ini
dilakukan karena keterbatasan data yang tersedia
terkait dengan biaya marjinal usaha perikanan
sehingga beberapa literatur menyarankan untuk
menggunakan biaya rata-rata panen (produksi)
sebagai gantinya (Da Motta et al., 1991; llarina,
2001; Lange, 2003; Perman et al., 2003). Rumus
untuk menghitung laba bersih dan rente sumber
daya adalah sebagai berikut:

NP = TR — (IC +CE + CFC +KP)
S

RR=NP/Y

Dimana/ Where:

RR =Rente sumber daya per unit ( ton)/ Resources
rent per unit (ton)

NP = Laba bersih (Rp)/ Net profit (IDR)
TR = Penerimaan total (Rp)/ Total revenue

IC = Konsumsi antara (Rp)/ Intermediate
consumption (IDR)

CE =Pembayaran terhadap tenaga kerja (Rp)/
payment of labor (IDR)
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CFC= Pembayaran modal tetap (Rp)/ Fixed capital
payments (IDR)

KP = Keuntungan normal (Rp)/ Normally profit
(IDR)

Y =Jumlahtangkapan total (ton)/ Total number of
catches (ton)

c. Deplesi Sumber daya lkan

Deplesi sumber daya ikan merupakan selisih
antara produksi aktual dan produksi berkelanjutan.
Dalam kasus ini, deplesi sumber daya dapat
dirumuskan sebagai berikut :

Dt: Yt_SYt

Dimana/ Where:

D, = Jumlah deplesi sumber daya ikan (ton) pada
tahun ke-t/ Total depletion of fish resources
(tonnes) in year t

Y = Produksi aktual (ton) pada tahun ke-t/Actual
production (ton) in year t

SY= Produksi berkelanjutan (ton) pada tahun ke-t/
Sustainable production (ton) in year t

Penghitungan nilai deplesi sumber daya
akibat mark down ukuran GT kapal dihitung
berdasarkan selisih dari nilai deplesi sumber daya
berdasarkan jumlah dan ukuran GT aktual dengan
nilai deplesi sumber daya berdasarkan jumlah dan
ukuran GT kapal berdasar asumsi yang melakukan
praktik mark down ukuran kapal.

Deplesi; = DtGRT aktual — DtGRTmarkdown

Kemudian dalam penghitungan ini dilakukan
analisis forecasting untuk mengetahui nilai perkiraan
deplesi pada tahun berikutnya berdasarkan trend
nilai sebelumnya dengan bantuan MS Excel,
dengan formula sebagai berikut:

Forecast = f(t)
Forecast = a + bt

Untuk menghitung nilai moneter dari deplesi
sumber daya ikan yaitu dengan menggunakan
pendekatan The Net Price Method (Perman et al.,
2003). Berikut dapat dilihat rumus untuk menghitung
nilai moneter dari Deplesi tahunan(VDt):

VDt = RRtth

Dimana/ Where:

VD, = Nilai deplesi sumber daya ikan (Rp)
pada tahun ke-t/ Value of fish resources
depletion (Rp) in year t

RR, = Nilai resources rent dari sumber daya
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ikan (Rp) pada tahun ke-t/ Resources
rent value from fish resources (IDR) in
yeart

D = Jumlah deplesi sumber daya ikan (ton)
pada tahun ke-t/ Total depletion of fish
resources (ton) in yeart

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Mark down Kapal Penangkap lkan di
Indonesia

Praktik mark down bukan saja terjadi pada
saat ini, namun sudah berlangsung cukup lama.
Jumlah kapal penangkap ikan yang melakukannya
pun tidak sedikit. Praktik mark down kapal
penangkapan ikan merupakan fenomena ekonomi
sebagai respon terhadap kebijakan perijinan dan
fenomena ini telah berlangsung cukup lama.
Mark down ukuran GT kapal penangkapan
ikan berdampak pada kerugian ekonomi dan
memberikan tekanan terhadap sumber daya ikan
yang dapat mengancam keberlanjutan dalam
bentuk deplesi sumber daya ikan. Praktik mark
down terjadi pada hampir semua kategori ukuran

kapal. Berdasarkan hasil pengukuran ulang
kapal penangkap ikan di Pelabuhan Belawan
(Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan (PSDKP) Belawan, 2015), jumlah kapal

penangkap ikan yang melakukan praktik mark
down untuk kategori ukuran kapal kurang dari 30
GT mencapai 100%, untuk kategori ukuran kapal
lebih dari 30 GT mencapai 92,86%. Sementara,
hasil kajian Pradiptyo (2016) menunjukkan hasil
yang berbeda dengan hasil pengukuran ulang di
Pelabuhan Belawan, dimana untuk jumlah kapal
dengan kategori ukuran kapal kurang dari 30
GT yang melakukan praktik mark down diduga
sebanyak 31,3% dan untuk rata-rata jumlah kapal
yang melakukan praktikmark down pada ukuran
kurang dari 30 GT dan lebih dari 30 GT mencapai
65,7%.

Dalam penelitian ini kategori ukuran kapal
yang diperhitungkan terdiri dari 5, yaitu kategori
20-30 GT, 30-50 GT, 50-100 GT, 100-200 GT dan
> 200 GT. Penentuan ini berdasarkan kategori
penggolongan kapal pada statistik perikanan.
Ke-5 (lima) kategori ini ini diduga sebagai kategori
ukuran kapal yang sering dilakukan mark down
karena untuk kapal yang berukuran lebih dari 30 GT
tidak berhak mendapatkan subsidi BBM sehingga
dilakukan mark down sampai dengan kurang dari
30 GT. Berdasarkan data statistik pada tahun
2016 jumlah kapal berdasarkan kategori di atas
berturut-turut adalah 9.625, 1.019, 1.644, 504 dan
64. Total jumlah kapal tersebut adalah 12.856.
Sebanyak 74,87% jumlah kapal tersebut masuk
dalam kategori ukuran 20-30 GT.

Tabel 1. Jumlah Kapal Penangkap lkan yang melakukan mark down berdasarkan kategori di

Indonesia, Tahun 2015.

Table 1. Number of Fishing Vessels That Do Mark down In Indonesia By Category, 2015.

. Asumsi
q Asumsi % Jumlah I~ .

Kategori Jumlah GT Dalam kapal yang di Jumlah kapal % selisih Asumsi GT .
Ukuran Kapal/ DR e markdown*/ % mark down/ Ukuran GT/ Pengukuran Selisih
Kapal/ Ve g — GT ] owno Markdown % difference Ulang*** IGT GT/ GT

Vessel Size ey o Ve vessel assumption Remeasurement  Difference

Category i Docug1 ent* Number™ Number of GT Assumption***

Measurement
20-30 GT 7.680 25 65,7% 5.042 91% 48 23
30-50 GT 825 40 92,9% 766 125% 90 50
50-100 GT 1435 75 92,9% 1.333 48% 1M1 36
100-200 GT 571 150 92,9% 530 48% 222 72
>200 GT 9 725 92,9% 8 48% 1.073 348

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Indonesia diolah (2016)/Source:Indonesia Capture Fishery Statistics processes (2016).

Keterangan/Remarks:

*Asumsi GT dalam dokumen merupakan nilai rataan dari ukuran terendah dan tertinggi pada masing-masing kategori ukuran kapal/
Assumption GT in the document is the average value of the size of the lowest and highest in each category of vessel size

**Asumsi jumlah kapal yang di markdown berdasarkan hasil rataan pengukuran ulang dibeberapa lokasi (Sumatera Utara dan
Jawa Tengah) dan hasil Focus Group Discussion/ Assumption number of vessels in markdowns based on the average of repeated
measurements in several locations (North Sumatra and Central Java) and Focus Group Discussion

***Asumsi GT pengukuran ulang diperoleh dari hasil FGD dan hasil temuan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Ditjen
PSDKP-KKP/ The assumption GT rmeasurements obtained from the FGD and the findings of remeasurements carried out by Ditjen

PSDKP-KKP.

137



J. Sosek KP Vol. 12 No. 2 Desember 2017: 133-141

Asumsi selisih mark down ukuran GT kapal
pada setiap kategori diketahui berbeda-beda (Tabel
1). Penentuan asumsi ini berdasarkan hasil kajian,
laporan hasil pengukuran ulang dan focus group
discussion (Keterangan Tabel 1). Untuk mengetahui
jumlah kapal yang melakukan mark down maka
dalam penelitian ini merupakan hasil kali antara
jumlah kapal pada masing-masing kategori dengan
asumsi jumlah persentase kapal yang melakukan
mark down. Jumlah total kapal penangkap ikan
pada tahun 2015 diketahui sebanyak 178.312
armada?. Jumlah kapal penangkap ikan yang
berukuran > 20 GT yaitu sebanyak 10.520 armada.
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa praktik “mark
down” banyak dilakukan pada kapal yang tercatat
dalam dokumen antara 20 -30 GT, dimana perizinan
dapat dilakukan di daerah (tingkat provinsi),
sehingga diketahui estimasi total armada > 20 GT
yang melakukan praktik markdown yaitu sebanyak
7.679 armada dan yang tidak melakukan praktik
mark down sebanyak 2.841 armada.

Nilai Kerugian Sumber daya lkan

Penghitungan nilai kerugian sumber daya
ikan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
deplesi sumber daya. Deplesi adalah kata lain
penyusutan yang terjadi pada sesuatu benda yang
bersifat alami dan tidak dapat diperbaharui. Deplesi
terkadang juga digunakan dalam ilmu biologi
sebagai penggantiistilah penyusutan, berkurangnya
jumlah suatu senyawa organik yang terjadi dalam
sel. Kata deplesi digunakan jika penyusutan yang
terjadi tidak bersifat merugikan tetapi mempunyai
manfaat bagi bagian-bagian yang menerima hasil
dari penyusutan tersebut.

Deplesi sumber daya ikan salah satunya
terjadi karena over fishing atau penangkapan
berlebih merupakan kondisi dimana tingkat
pemanfaatan sumber daya ikan melebihi batasan
yang ditetapkan. Suatu sumber daya yang bersifat
common property menurut Hardin (1968) akan
selalu melahirkan kompetisi yang berlebihan, over
kapitalisasi dan pada akhinya deplesi sumber
daya. Ketidakakuratan data ukuran GT kapal pada
dokumen menjadi kontrol terhadap sumber daya
ikan menjadi lebih sulit. Ukuran GT kapal, jumlah
armada, jumlah dan jenis alat tangkap yang
digunakan merupakan faktor yang digunakan dalam
mengontrol sumber daya ikan agar berkelanjutan.

Deplesi sumber daya ikan menjadi indikator yang
menandakan bahwa telah terjadi over kapitalisasi
dan kompetisi eksploitasi sumber daya yang
berlebihan.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui
bahwa akibat adanya praktik mark down telah
mengakibatkan penambahan deplesi sumber
daya ikan sebesar 1.143.080 ton pada tahun 2015
atau terjadi perubahan aset sumber daya ikan
di perairan Indonesia yaitu berkurang sebanyak
1.143.080 ton. Besarnya deplesi ini diperoleh dari
selisih jumlah deplesi berdasarkan total tonase
kapal pada dokumen dengan total tonase kapal
yang seharusnya (pengukuran ulang). Besarnya
nilai rente sumber daya (resources rent) pada tahun
2015 adalah sebesar Rp. 8.600.855 /ton. Nilai ini
dihitung berdasarkan rata-rata dari seluruh jenis
ikan dengan pendekatan penerimaan dikurangi
rata-rata biaya yang dinyatakan dalam per satuan
unit (ton). Diperoleh nilai moneter deplesi sumber
daya ikan akibat praktik mark down pada tahun
2015 yaitu sebesar 9,83 ftrilyun rupiah (secara
rinci tersaji pada Lampiran). Dalam ekonomi
hijau (pembangunan ekonomi yang berlandaskan
pembangunan berkelanjutan), nilai moneter dari
deplesi dapat digunakan sebagai faktor pengkoreksi
Net National Product sektor perikanan tangkap
(Moro, 2005).

Praktik mark down telah memicu deplesi
sumber daya semakin cepat dan lebih besar
sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan
perikanan di Indonesia. Berdasarkan Tabel 2
diketahui bahwa meskipun volume deplesi sumber
daya ikan berdasarkan nilai forecasting memiliki
trend yang menurun tetapi untuk nilai deplesi
semakin meningkat hal ini dikarenakan adanya
pengaruh dari tingkat suku bunga dari rente
sumber daya. Tingkat suku bunga atau discounting
dalam konteks sumber daya menjadi salah satu
pertimbangan penting dalam manfaat dan biaya
(Fauzi, 2014). Nilai deplesi berdasarkan analisis
forecasting yang dihitung berdasarkan trend nilai
deplesi pada tahun sebelumnya maka dapat
diduga bahwa jika praktik mark down dibiarkan
maka diproyeksikan pada tahun 2017 akan terjadi
penambahan deplesi sebanyak 1,31 juta ton atau
menimbulkan kerugian sebesar 13,06 trilyun rupiah
(tingkat suku bunga 7,5%).

2 Asumsi jumlah kapal yang melakukan mark down pada kategori < 20 GT adalah 65,7% (rata rata kajian Pradiptyo, 2016 (31,3%) dan
PSDKP Belawan, 2015 (100%)), untuk kategori kapal > 20 GT adalah 92,86% (PSDKP Belawan, 2015).
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Praktik “mark down” ukuran GT Kapal
penangkap ikan di Indonesia telah memberikan
tekanan terhadap sumber daya ikan di perairan
Indonesia. Adanya praktik “mark down” telah
menyebabkan deplesi sumber daya ikan atau
pengurangan aset sumber daya ikan di perairan
Indonesia. Deplesi sumber daya ikan dapat menjadi
indikator telah terjadinya over fishing dan akhirnya
dapat mengancam pengelolaan perikanan tangkap
yang berkelanjutan. Praktik mark down memberikan
dampak kerugian ekonomi yang sangat besar dan
jika praktik “mark down” tetap berlanjut, maka akan
berdampak pada keberlanjutan sumber daya ikan
di perairan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan
besarnya nilai deplesi sumber daya pada tahun
2015 mencapai 9,83 trilyun rupiah dan diprediksi
pada tahun 2020 meningkat menjadi 14,55 trilyun
rupiah.

Implikasi Kebijakan

Besarnya kerugian terhadap sumber daya
ikan dapat mengancam keberlanjutan pengelolaan
perikanan di Indonesia. Perbaikan tata kelola
pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap
menjadi hal yang sangat penting untuk segera
dilakukan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Kelautan dan Perikanan perlu mengambil
langkah: (a) Mempercepat proses pengukuran
ulang setiap kapal penangkap ikan yang
beroperasi di perairan Indonesia dengan prioritas
kapal kategori > 20 GT (pada dokumen). Hal ini
dilakukan untuk mendukung Gerakan Nasional
Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA)
dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor
perikanan; (b) Dalam rangka mempercepat proses
pengukuran ulang kapal penangkap ikan, maka
pelaksanaan program Gerai Pelayanan Perizinan
Kapal Penangkap lkan harus dilaksanakan
secara menyeluruh pada Pelabuhan Perikanan
yang ada diseluruh provinsi di Indonesia, dan;
(c) Perlu dilakukan pemberian sangsi yang tegas
bagi pelanggar ketentuan yang berlaku melalui
pencabutan perijinan yang diberikan.
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